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Abstrak 
Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya di 

Korea Selatan, merupakan salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia 
pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024). Dalam upaya 

melindungi PMI, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI 
(Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) telah melaksanakan berbagai 

langkah diplomasi dan kebijakan perlindungan yang mengutamakan keamanan, 
kesejahteraan, serta kebebasan dari ancaman. Meskipun berbagai regulasi dan 

peraturan telah disusun, tantangan tetap ada dalam menanggulangi masalah 

pekerja migran seperti kekerasan, pelecehan, hingga masalah hukum. Penelitian ini 
menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam 

melindungi PMI, menilai keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan isu pekerja 
migran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang diterapkan. 

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait, penelitian 
ini menyimpulkan bahwa meskipun banyak langkah positif telah diambil, masih 

terdapat kesenjangan antara kontribusi ekonomi PMI dan perlindungan yang 

mereka terima. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah serta 
inovasi dalam kebijakan perlindungan guna memastikan hak-hak pekerja migran 

Indonesia dapat terlindungi secara maksimal di luar negeri. 
Kata kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Diplomasi, Kebijakan Luar 

Negeri, Keamanan, Korea Selatan 
 

Abstract 
The protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, especially in South Korea, 
is a primary focus of Indonesia’s foreign policy during the presidency of Joko Widodo 
(2019-2024). In its efforts to protect PMI, the Indonesian government, through the 
Ministry of Foreign Affairs and BP2MI (Indonesian Migrant Worker Protection Agency), 
has implemented various diplomatic actions and protective policies aimed at ensuring 
the safety, well-being, and freedom from threats for workers. Despite the 
establishment of various regulations and policies, challenges remain in addressing 
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issues faced by migrant workers, such as violence, abuse, and legal problems. This 

study analyzes the steps taken by the Indonesian government in protecting PMI, 
assesses the success of diplomacy in resolving migrant worker issues, and evaluates 
the effectiveness of the protective policies implemented. By using data from various 
related sources, this study concludes that while many positive steps have been taken, 
there is still a gap between the economic contributions of migrant workers and the 
protection they receive. Increased coordination among government agencies and 

innovations in protective policies are needed to ensure that the rights of Indonesian 
migrant workers are fully protected abroad. 
Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Diplomacy, Foreign Policy, Safety, 
South Korea 

 

1. PENDAHULUAN 

Globalisasi telah memicu peningkatan mobilitas tenaga kerja lintas negara 

secara masif, menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai fenomena 

transnasional yang berdampak langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, 

dan politik negara pengirim maupun penerima. Indonesia, sebagai salah satu 

negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, mencatatkan jutaan 

warganya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai 

negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, hingga Korea Selatan. 

Motivasi utama para PMI untuk bekerja di luar negeri tidak lain adalah untuk 

memperoleh penghasilan yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga di kampung halaman. 

Sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia bermula sejak era kolonial Hindia 

Belanda pada tahun 1890, ketika buruh kontrak dikirim ke Suriname akibat 

kekosongan tenaga kerja pasca penghapusan sistem perbudakan. Fenomena 

ini terus berlanjut hingga masa kini, namun dengan tantangan yang jauh 

lebih kompleks, mulai dari eksploitasi, perdagangan orang, hingga lemahnya 

sistem perlindungan hukum di negara tujuan. Hal ini menciptakan paradoks 

antara kontribusi besar PMI terhadap devisa negara dan kerentanan sosial 

yang mereka alami selama bekerja di luar negeri. 

Korea Selatan, sebagai negara tujuan baru yang diminati oleh PMI, 

terutama di sektor manufaktur, perikanan, dan konstruksi, menawarkan 

peluang kerja dengan upah yang relatif tinggi. Namun demikian, negara ini 

juga mencerminkan tantangan baru dalam konteks perlindungan PMI, 

seperti pelanggaran hak-hak tenaga kerja, diskriminasi upah, serta kondisi 

kerja yang tidak manusiawi. Banyaknya pekerja ilegal atau "kaburan", 



pelarian dari pusat pelatihan, dan rendahnya tingkat kesiapan teknis PMI di 

sektor perikanan menjadi sorotan kritis dalam hubungan bilateral Indonesia-

Korea Selatan. 

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional 

dan membentuk sejumlah regulasi nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 

2017 serta mendirikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), persoalan implementasi dan efektivitas perlindungan PMI masih 

menjadi tantangan besar. Persoalan ini semakin rumit ketika praktik-praktik 

nonprosedural masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya penegakan 

hukum dan minimnya pengawasan lintas sektor. Lebih lanjut, dalam konteks 

hubungan internasional, diplomasi perlindungan warga negara menjadi 

salah satu fungsi utama misi diplomatik. Namun demikian, bagaimana 

kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi PMI di Korea Selatan 

dijalankan secara konkret masih menjadi pertanyaan penting, terutama 

dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019 

hingga 2024.  

Periode ini penting untuk dianalisis karena mencerminkan 

kesinambungan kebijakan serta dinamika politik luar negeri yang lebih 

proaktif terhadap isu-isu diaspora dan hak asasi manusia. Penelitian ini 

menggunakan Teori Realisme Neoklasik dalam hubungan internasional, yang 

menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil 

interaksi antara kepentingan nasional (seperti ekonomi dan politik domestik) 

dan tekanan dari lingkungan internasional. Dalam konteks ini, kebijakan 

luar negeri Indonesia terhadap PMI mencerminkan upaya menjaga reputasi 

negara, stabilitas ekonomi (melalui remitansi), serta perlindungan terhadap 

warga negara sebagai bagian dari amanat konstitusional. 

Untuk mendalami aspek perlindungan pekerja migran, digunakan pula 

Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memandang perlindungan 

tenaga kerja migran sebagai kewajiban negara terhadap warga negaranya, 

terlepas dari status atau lokasi mereka. Dalam hal ini, negara berkewajiban 

memastikan hak-hak PMI—seperti hak atas pekerjaan layak, keamanan, dan 

akses keadilan—terpenuhi melalui regulasi, diplomasi, dan mekanisme 

perlindungan hukum. 



Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 

memaparkan lebih banyak teks atau kata-kata dan bukan angka. 

Penggunaan metode kualitatif dinilai sangat relevan dengan penelitian yang 

dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami alur yang terjadi selama 

proses Amerika Serikat menjaga kepentingan strategisnya di Korea. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan tujuan untuk 

membuat alur yang sistematis, faktual, dan akurat. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan document-based 

research sehingga data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis 

dapat dianalisis kemudian dirangkum menjadi suatu fokus dalam penelitian, 

untuk memberikan Gambaran yang jelas terkait Diplomasi Indonesia Dalam 

Perlindungan Tenaga Kerja Di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko 

Widodo Tahun 2019-2024 

Dalam analisis ini, penelitian menggunakan pendekatan neorealisme dan 

konsep kepentingan strategis yang dikemukakan. Adapun konsep strategi 

pertahanan, konsep deterrence¸ dan konsep diplomasi pertahanan untuk 

melengkapi penelitian ini. Hasil penelitian terkait strategi Amerika Serikat 

dalam menjaga kepentingan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan 

Tenaga Kerja Di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 

2019-2024. 

 

2. PEMBAHASAN 

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia 

di Korea Selatan 

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan 

amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28G 

dan 28I yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan 

dari segala bentuk ancaman dan perlakuan diskriminatif. Dalam konteks 

hubungan  internasional,  upaya  perlindungan  ini  tidak  hanya  menjadi 

domain domestik tetapi juga mencerminkan praktik diplomatik dan 

hubungan antarnegara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 



menjalankan peran strategis sebagai garda depan pelindung hak-hak PMI di 

luar negeri.  

Instrumen hukum seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

PMI, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan 

implementasi Konvensi Wina 1963 menjadi pijakan dalam pelaksanaan tugas 

tersebut. Perlindungan ini dijalankan dalam bentuk pendampingan hukum, 

pemulangan (repatriasi), mediasi sengketa, serta penguatan literasi hukum 

bagi PMI. Bentuk perlindungan juga diperkuat dengan ekspansi kantor 

perwakilan diplomatik di wilayah strategis. Data perluasan Kantor 

Perwakilan RI (2014– 2024) menunjukkan komitmen negara dalam 

menjangkau area-area dengan konsentrasi PMI yang tinggi, termasuk Seoul 

sebagai titik krusial hubungan bilateral RI-Korsel. 

Aspek Kesejahteraan: Keamanan dan Kebebasan dari Ancaman 

Meski hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan di bidang 

ketenagakerjaan telah terinstitusionalisasi melalui skema G-to-G 

Employment Permit System (EPS), kenyataannya, PMI di Korsel masih 

menghadapi berbagai bentuk kerentanan. Kasus-kasus kekerasan fisik, 

pelecehan seksual, pelanggaran kontrak kerja, hingga ketidakadilan dalam 

proses hukum menandakan lemahnya pelaksanaan norma perlindungan di 

lapangan. Di sisi lain, pekerja migran yang menghadapi tuduhan hukum 

berat kerap mengalami proses pengadilan yang tidak transparan, dengan 

kendala bahasa dan terbatasnya akses terhadap pembelaan hukum yang 

layak. Hal ini mempertegas urgensi pendekatan perlindungan berbasis hak 

asasi manusia (HAM), bukan hanya berbasis administratif. Keamanan 

individu sebagai bagian dari “human security” dalam paradigma keamanan 

kontemporer harus menjadi orientasi utama, menggantikan pendekatan 

state-centric dalam diplomasi perlindungan. 

Keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Isu Pekerja 

Migran 

Selama periode 2019–2024, diplomasi perlindungan Indonesia 

terhadap PMI menunjukkan capaian signifikan. Fungsi perwakilan RI di 

Seoul aktif dalam melakukan berbagai pendekatan diplomatik—baik formal 

melalui nota diplomatik dan permintaan grasi, maupun informal melalui jalur 



personal diplomatik untuk memediasi konflik hukum PMI. Duta Besar RI 

untuk Korea Selatan, bersama Kemlu RI, secara aktif terlibat dalam negosiasi 

penyelesaian kasus hukum serta advokasi sosial terhadap keluarga PMI. 

Penerapan prinsip exhaustion of local remedies dan link of nationality 

sebagaimana dijelaskan oleh Craig Forcese menjadi pijakan utama dalam 

klaim perlindungan diplomatik. Praktik ini diperkuat oleh pelibatan Lembaga 

Rekonsiliasi dan Perdamaian, serta pembiayaan litigasi bagi PMI yang 

menjalani proses hukum di Korea Selatan. 

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap PMI di 

Korea Selatan 

Meski pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan diplomasi 

yang komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan 

struktural. Rendahnya kesadaran PMI untuk melapor ke kantor perwakilan 

menyebabkan keterlambatan intervensi. Selain itu, keterbatasan staf 

diplomatik, kendala bahasa, serta manipulasi identitas oleh PMI sektor 

informal menjadi hambatan operasional yang signifikan. Berdasarkan data 

BP2MI, berbagai kategori kasus yang menimpa PMI— mulai dari pelanggaran 

keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga masalah hukum pidana—

menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang bersifat preventif dan 

integratif.  

Hal ini mencakup edukasi hukum sebelum keberangkatan, pendirian 

pusat informasi hukum di negara tujuan, serta digitalisasi sistem pelaporan 

warga negara. Evaluasi juga menunjukkan bahwa walaupun remitansi dari 

PMI menyumbang signifikan terhadap devisa negara, bentuk perlindungan 

yang diberikan belum sepenuhnya proporsional dengan kontribusi ekonomi 

tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  PMI  seharusnya  tidak  dilihat 

sebagai tanggung jawab administratif semata, melainkan bagian dari 

tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial lintas batas. 

 

3. KESIMPULAN 

Korea Selatan telah menjadi tujuan utama tenaga kerja Indonesia, 

terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan perikanan. Meskipun 

menawarkan peluang ekonomi yang signifikan dan menyumbang devisa bagi 



Indonesia, banyak pekerja migran yang dikirim tanpa prosedur resmi, 

meningkatkan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Hubungan 

bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, yang telah terjalin sejak 1973, 

mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan 

pendidikan. Namun, meskipun hubungan ini telah berkembang secara luas, 

sistem perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri masih lemah, 

sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan hak-hak mereka. Salah 

satu permasalahan yang muncul adalah keluhan dari Pekerja Migran 

Indonesia di sektor perikanan yang berkumpul di Pelabuhan Jeongja-Dong, 

Korea Selatan terkait kondisi kerja dan perlindungan yang mereka terima.  

Salah satu isu utama yang mereka sampaikan adalah ketidaksetaraan 

dalam hal penghasilan jika dibandingkan dengan pekerja di sektor 

manufaktur. Meskipun gaji pokok serupa, pekerja di sektor perikanan tidak 

mendapatkan tunjangan lembur, meskipun jam kerja mereka sering kali 

lebih lama. Kondisi ini memicu sejumlah PMI untuk menjadi pekerja ilegal 

atau "kaburan". Selain itu, para PMI juga mengungkapkan kekurangan 

dalam pelatihan dan kompetensi yang mereka miliki untuk bekerja di bidang 

perikanan. Mereka merasa kurang siap secara mental dan fisik untuk 

melaut, karena proses penempatan hanya berfokus pada pengujian 

kemampuan bahasa tanpa memberikan pelatihan teknis yang cukup. 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berencana 

mengusulkan kepada HRD Korea agar PMI mendapatkan pelatihan 

tambahan selama satu bulan setelah ujian EPS-TOPIK, dengan biaya 

ditanggung negara. Selain isu upah dan pelatihan, perhatian juga diberikan 

pada kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, seperti tinggal di kontainer 

tanpa fasilitas kamar mandi, serta perlindungan asuransi yang sering tidak 

dipenuhi oleh pemberi kerja, yang membuat PMI berada dalam situasi 

rentan. Perkembangan teknologi juga telah memperburuk situasi ini dengan 

meningkatnya kejahatan, termasuk yang dialami oleh Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) akibat migrasi internasional.  

PMI, sebagai kelompok rentan yang sering hidup dalam kondisi ekonomi 

dan sosial yang sulit, serta dengan keterbatasan akses terhadap 

perlindungan hukum, menghadapi risiko besar saat bekerja di luar negeri, 



terutama di negara maju. Meskipun mereka mendapatkan keuntungan 

ekonomi dan meningkatkan devisa negara, risiko eksploitasi dan 

penyalahgunaan tetap tinggi, terutama bagi mereka yang tidak melalui 

prosedur resmi yang ditetapkan oleh BP2MI. 
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